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Enhancing access to notary services is a crucial aspect of law
enforcement, as it clarifies legal certainty across various segments of
society. This enhancement can be achieved through the utilization
of digitalization, enabling the execution of notary services without
the need for face-to-face interactions. This study aims to analyze the
challenges of digitalizing notary services in Indonesia, using the
United States as a comparison. Employing normative legal research
methods supported by legislative and comparative approaches, the
analysis reveals that Indonesia lags behind the United States in
facilitating  digital notary services, with an insufficient legal
framework. This issue reflects the underdevelopment of legal
frameworks in the notary field and other legal domains, which
impacts the normative limitations of digitalizing notary services in
Indonesia.
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Peningkatan akses terhadap layanan kenotariatan merupakan bagian
penting dari penegakan hukum, dengan memperjelas kepastian
hukum di berbagai kalangan masyarakat. Peningkatan akses ini dapat
dilakukan dengan memanfaatkan proses digitalisasi, yang
memungkinkan dilaksanakannya pelayanan kenotariatan tanpa harus
bertatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tantangan digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia, dengan
menggunakan Amerika Serikat sebagai perbandingan. Dengan
metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, analisis
penelitian ini menemukan bahwa Indonesia masih tertinggal di
belakang Amerika Serikat dalam memfasilitasi layanan kenotariatan
digital, dengan kerangka hukum yang masih kurang memadai.
Permasalahan ini mencerminkan pengembangan hukum yang
tertinggal di ranah kenotariatan, dan ranah hukum lainnya, yang
berdampak terhadap batasan normatif digitalisasi layanan
kenotariatan di Indonesia.
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PENDAHULUAN

Kenotariatan merupakan salah satu profesi yang tidak hanya penting dalam ranah
hukum, namun juga dalam tatanan sosial, dengan menjamin terlindunginya hak dan
terlaksananya kewajiban dalam suatu masyarakat. Kenotariatan juga merupakan salah
profesi hukum tertua di dunia (Nizwana & Fransiska Duri, 2020), yang telah ada bahkan
sejak zaman Mesir kuno(Gusarov et al., 2023). Layanan kenotariatan penting dalam
memberikan akses terhadap keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam transaksi dan
petjanjian yang memerlukan validasi dan pengesahan resmi. Seorang Notaris memiliki
peran penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian
atau transaksi memahami isi dan konsekuensi hukum dari dokumen yang mereka tanda
tangani. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi properti, perjanjian bisnis,
hingga dokumen hukum personal seperti surat wasiat dan kuasa. Selain itu, kenotariatan
juga berkontribusi dalam pencegahan penipuan dan malapraktik hukum, melalui proses
verifikasi identitas dan keaslian dokumen. Dengan demikian, peran Notaris tidak hanya
vital dalam menjaga tatanan hukum yang stabil, tapi juga dalam mendukung tatanan sosial
yang berkeadilan, di mana setiap individu dan entitas memiliki akses yang sama terhadap
keadilan dan kepastian hukum.

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang telah membawa berbagai bentuk
digitalisasi telah mempengaruhi masyarakat, dengan maraknya inovasi-inovasi pelayanan
yang kini dapat dinikmati secara digital. Integrasi perkembangan teknologi ke dalam
kehidupan masyarakat pada hakikatnya merupakan perkembangan yang tidak dapat
dihindari, mengingat tujuan dari digitalisasi itu sendiri, yaitu memudahkan akses dan
memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang berkaitan terhadap akses (Adam &
Dzang Alhassan, 2021). Perkembangan ini juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development
Goals (SDGs), yang pada dasarnya mengutamakan partisipasi dan kesetaraan akses terhadap
hal-hal yang dianggap penting dalam sebuah masyarakat (Mondejar et al, 2021).
Perkembangan ini telah mempengaruhi berbagai profesi yang ada, termasuk profesi hukum

seperti kenotariatan yang tidak selalu mudah diakses (Theodos & McDaniel, 2023).
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Kenotariatan juga tidak lepas dari dampak ini, yang menunjukkan adanya kesadaran
terhadap perubahan yang ada di masyarakat, khususnya mengenai transisi ke era digital dan
bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu memacu pertumbuhkan
sosio-ekonomi dan kultural (Bungdiana & Lukman, 2023). Penerapan digitalisasi dalam
layanan kenotariatan dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan
dokumen, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang lebih luas.
Kenotariatan digital atau yang disebut juga e-nofary atau remote notarization, pada dasarnya
dikembangkan untuk mempermudah akses terhadap layanan kenotariatan, dengan sistem
layanan yang dapat dilakukan dari mana saja. Kenotariatan digital menggunakan berbagai
teknologi digital untuk menyediakan layanan yang mudah diakses, tanpa mengurangi
keabsahan hukum, dengan pembuktian yang dapat memanfaatkan sistem metadata yang
dapat memberikan informasi detail terkait dari suatu dokumen yang diarsipkan (Wilson,
2021). Dengan adopsi teknologi digital, proses kenotariatan dapat menyediakan layanan
yang lebih cepat dan transparan, dan memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap
layanan hukum, terutama untuk mereka yang berada di lokasi terpencil atau memiliki
keterbatasan akses terhadap layanan hukum konvensional. Ini tidak hanya mempercepat
proses hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dengan
memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum yang
adil dan efisien.

Layaknya proses digitalisasi di berbagai profesi lainnya, terdapat beberapa potensi dan
tantangan yang harus diidentifikasi secara hukum, demi melindungi kepentingan masyarakat
dan kepastian hukum di tengah perkembangan dengan teknologi digital yang pesat ini. Hal
ini semakin relevan dalam konteks kenotariatan sebagai sebuah profesi hukum, yang terikat
dengan kode etik profesi tertentu, yang secara rinci telah diatur dalam sebuah kerangka
hukum yang ada. Mengingat perkembangan digitalisasi yang cepat di Indonesia, perlu ada
upaya identifikasi tantangan dan potensi penerapan layanan kenotariatan digital, yang
mempunyai implikasi hukum tertentu, khususnya dari lensa analisis norma yang berlaku di
sistem hukum Indonesia. Untuk memperdalam analisis, diperlukan komparasi dengan
pengaturan dari negara seperti Amerika Serikat, yang merupakan salah satu negara terdepan
dalam kemajuan teknologi, termasuk salah satunya digitalisasi. Pemanfaatan layanan
kenotariatan digital, atau yang di Amerika Serikat biasa disebut dengan e-notary, sudah sangat

berkembang dengan dukungan pemanfaatan teknologi yang cukup baik, tanpa harus
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memanfaatkan sistem teknologi terdedikasi, dan hanya memanfaatkan teknologi yang
biasanya digunakan dalam usaha kecil dan menengah (Lightowler, 2014).

Penelitian terdahulu pada umumnya menggarisbawahi pentingnya layanan
kenotariatan dalam ruang lingkup hukum. Yuanitasari (2017) menegaskan bahwa notaris
berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk
di dalamnya konsumen, dengan memberikan kepastian hukum, sebagaimana yang
digarisbawahi oleh sebuah penelitian (Yuanitasari, 2017). Penelitian lain oleh Hussy & Djaja
(2023) menganalisis perbedaan kerangka hukum kenotariatan di Indonesia dan Singapura,
yang menggarisbawahi perbedaan signifikan antara profesi hukum Notaris di Indonesia dan
Singapura. Di Indonesia, fungsi kenotariatan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang
Notaris, sedangkan di Singapura, fungsi kenotariatan dapat dilaksanakan oleh advokat yang
mempunyai kualifikasi untuk menyediakan layanan kenotariatan (Hussy & Djaja, 2023).
Namun penelitian tersebut tidak mengangkat isu spesifik yang membuat komparasi antara
kerangka hukum kenotariatan Indonesia dan Singapura menjadi semakin relevan.
Kemudian Donald (2022), layaknya berbagai profesi lainnya, penggunaan teknologi digital
dalam kenotariatan sudah mulai diserukan dalam literatur, khususnya dalam sebuah
penelitian yang menekankan pentingnya keselarasan antara pelayanan kenotariatan dengan
upaya pemerintah dalam memacu digitalisasi melalui berbagai layanan elektronik (Donald,
2022). Penelitian tersebut juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan akta elektronik yang
hingga saat ini belum sepenuhnya difasilitasi secara hukum. Namun penelitian tersebut
tidak mengusulkan model konstruksi normatif yang dapat digunakan dalam pengembangan
hukum di masa mendatang, dan menggarisbawahi perlunya ada penelitian komparatif
dengan mengacu kepada negara-negara yang telah memfasilitasi pemanfaatan teknologi
digital dalam layanan kenotariatan.

Terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam
layanan kenotariatan, khususnya analisis komparatif dengan menggunakan negara yang
telah memfasilitasi layanan kenotariatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi
kesenjangan ini, dengan memetakan perbedaan antara kerangka hukum kenotariatan di
Indonesia dan Amerika Serikat, dalam konteks layanan kenotariatan digital. Dalam analisis
ini, identifikasi isu normatif yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia akan
dibandingkan dengan norma yang berlaku dalam kerangka hukum yang relevan di Amerika
Serikat. Pemanfaatan teknologi di Amerika Serikat yang sudah sangat maju diharapkan

dapat memberikan contoh yang dapat digunakan Indonesia dalam upaya pengembangan

Jurnal Mediasas, Vol. 7, No. 2, 2024 309



Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan:

Justitia Ferryanto et al.,

DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.135

hukum di masa mendatang. Teori hukum yang digunakan untuk mempertajam analisis
adalah teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana hukum dianggap
sebagai suatu sistem norma, atau sistem yang diisi oleh berbagai bentuk keharusan

(Kesuma, 2022). Teori lain yang digunakan adalah teori kepastian hukum, sebagaimana
yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (Ferdiana et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan fokus analisis terhadap
norma yang terdapat dalam hukum positif yang berlaku (Disemadi, 2022), dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan
normatif dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk
memperdalam analisis melalui komparasi struktur norma yang terdapat di Indonesia dengan
struktur norma yang terdapat di Amerika Serikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berbentuk sumber hukum primer, di antaranya: Undang-undang No.
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-
Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kode Etik Notaris, Undang-Undang No. 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, Uniform Law on Notarial Acts, Revised Uniform Law on Notarial
Acts, Uniform Personal Data Protection Act, California Consumer Privacy Act, dan 1llinois Blockchain

Technology Act.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Layanan
Kenotariatan di Indonesia

Transformasi digital merupakan bentuk adaptasi terhadap berbagai perkembangan
dalam proses digitalisasi, yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan
produktivitas dari berbagai aktivitas sehari-hari. Proses integrasi teknologi digital ini telah
menjadi tren global, yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000, untuk berbagai
kegiatan perdagangan (Lamberton & Stephen, 2016). Perkembangan ini terus merambah ke
berbagai bidang, yang pada akhirnya menjadikan transformasi digital sebagai tren global

(Bannykh, 2021). Maka dari itu, berbagai upaya yang berkaitan dengan transformasi digital
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sudah dapat dikatakan sebagai realitas dari perkembangan zaman. Pemanfaatan berbagai
teknologi digital dalam era transformasi digital telah membawa berbagai potensi yang dapat
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yang telah mendorong masyarakat pada
umumnya untuk terus mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aktivitas. Salah
satu peran penting transformasi digital adalah kemampuan untuk menjembatani
keterbatasan interaksi karena jarak, dengan berbagai media meeting online atau video conference,
yang telah membantu keberlangsungan berbagai aktivitas ekonomi di berbagai sektor, yang
mungkin dihadapi oleh keterbatasan tertentu yang mempersulit pihak-pihak yang berkaitan
untuk berinteraksi secara langsung (Lim et al., 2022).

Layanan kenotariatan sebagai salah satu profesi hukum tertua, merupakan bagian tak
terpisahkan dari sistem layanan hukum di setiap negara, termasuk Indonesia. Kenotariatan
dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya dalam berbagai isu-isu
keperdataan, yang dapat secara signifikan berdampak terhadap kehidupan masyarakat
Indonesia (Pepy Nofriandi et al.,, 2023). Peran penting ini menjadikan profesi Notaris
sebagai profesi esensial dalam menegakkan hukum dan menjamin kepastian hukum di
Indonesia, sekaligus menjamin terlaksananya kegiatan banyak orang yang sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku (Almuslimah et al.,, 2022). Maka dari itu, layanan Notaris
dapat dianggap sebagai layanan esensial bagi masyarakat, sehingga ketersediaan layanan
kenotariatan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam dinamika penegakan
hukum di Indonesia. Hal ini semakin relevan ketika kondisi geografis Indonesia
digarisbawahi, yang dapat menjadi salah satu alasan sulitnya akses layanan kenotariatan.
Aspek lain yang mempengaruhi ketersediaan layanan juga mencakup faktor sosio-ekonomi,
yang mencakup kesadaran hukum dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menikmati
layanan hukum.

Dalam analisis teori hukum murni, perlu ditelusuri keterkaitan jabatan Notaris
dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keterkaitan ini merupakan
manifestasi langsung dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI 1945), yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara
hukum. Konseptualisasi peran Notaris berdasarkan UUD NRI 1945 juga diekstrak dari
konseptualisasi hak warga negara Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan melalui beberapa
pasal antara lain: Pasal 28A tentang hak hidup dan mempertahankan hidup; Pasal 28D ayat
(1) tentang hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil; Pasal 28H ayat (2) tentang

kemudahan untuk memperoleh kesempatan untuk mencapai keadilan; Pasal 281 ayat (4)
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tentang perlindungan HAM sebagai tanggung jawab pemerintah; Pasal 28] ayat (1) dan (2)
tentang HAM; Pasal 33 ayat (1) dan (4) tentang asas perekonomian. Berdasarkan
penjabaran dari pasal-pasal ini, terdapat beberapa aspek HAM yang perlu dilindungi oleh
sistem hukum, yaitu aspek perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, moralitas dan
keadilan, dan tanggung jawab negara. Dalam merealisasikan aspek-aspek HAM yang
merupakan hal yang ideal (das sollen) ini, kenyataannya (das sein) terdapat permasalahan
karena tidak semua masyarakat mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana
yang dijabarkan tersebut (Bachrudin, 2015).

Tidak hanya UUD NRI 1945, digitalisasi kenotariatan juga didasari oleh pengaturan
mengenai arsip, yang diatur melalui Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(UU Kearsipan). Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan menjelaskan bahwa pembuat arsip
dan/atau institusi pengatrsipan berhak untuk menghasilkan arsip dalam berbagai format
dan/atau melakukan konversi ke berbagai media termasuk media elektronik dan media
lainnya. Mengingat eratnya jabatan Notaris dengan fungsi kearsipan, digitalisasi
kenotariatan dapat menawarkan integrasi teknologi digital ke dalam proses kearsipan yang
lebih tertata, dengan berbagai unsur digitalisasi yang lebih lengkap dan mendetail, seperti
penyimpanan data di awan (cloud storage) dan berbagai teknologi lain yang termasuk dalam
ekosistem kearsipan digital (digital archiving) (Koos, 2023).

Keunggulan yang ditawarkan oleh berbagai teknologi digital, meskipun kerap
diasosiasikan dengan berbagai bentuk risiko, tetap merupakan bentuk perubahan yang
menarik minat banyak orang di berbagai sektor. Meskipun kerap dihadapi oleh tantangan
seperti tantangan keamanan data, beberapa teknologi digital terdepan kini dapat
meningkatkan keamanan transmisi dan pengolahan data, yang merupakan bentuk adaptasi
dan inovasi teknologi di ranah privasi dari teknologi digital. Salah satu teknologi yang
dimaksud adalah teknologi blockchain, yang memberikan desentralisasi akses serta kontrol
data terhadap pengguna dari layanan tertentu (Li et al, 2022). Perkembangan ini
menjadikan digitalisasi sebagai pilihan bentuk perkembangan yang tidak lagi bisa dihindari,
jika seseorang tidak mau tertinggal dengan orang lain di bidangnya. Hal iin juga timbul
sebagal permintaan dari masyarakat, seperti layaknya dalam layanan Notaris digital yang
dapat digunakan untuk meningkatkan akses layanan kenotariatan bagi masyarakat.

Terdapat urgensi untuk melindungi penerapan teknologi digital dalam layanan
kenotariatan, sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Urgensi

merupakan panggilan untuk memenuhi hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan
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kenotariatan, sebagaimana yang didasarkan kepada UUD NRI 1945. Di luar analisis
konseptual, urgensi untuk mengembangkan layanan kenotariatan digital juga muncul dari
adanya tren global penerapan berbagai proses digitalisasi. Penerapan ini dapat dimanfaatkan
di berbagai ranah, termasuk di ranah hukum (Sidorenko & Von Arx, 2020). Namun, perlu
digarisbawahi bahwa setiap proses digitalisasi yang diterapkan akan menimbulkan implikasi
hukum tersendiri. Sebagai dampaknya, digitalisasi dari layanan hukum juga dapat
menimbulkan implikasi sosial, yang juga harus dianalisis dampak hukumnya (Caserta, 2020).
Dalam kenotariatan digital, pemahaman akan implikasi hukum penerapan digital terhadap
jabatan Notaris memiliki relevansi yang sangat tinggi, mengingat jabatan Notaris sendiri
merupakan salah satu profesi hukum. Sebagai salah satu profesi hukum yang esensial dalam
sebuah negara hukum, upaya untuk meningkatkan akses dengan proses digitalisasi perlu
diterapkan tanpa melanggar ketentuan hukum. Sebaliknya, ketentuan hukum yang sudah
berlaku juga perlu dikaji manfaatnya, serta kemampuannya dalam memfasilitasi

pemanfaatan proses digitalisasi untuk meningkatkan akses terhadap layanan kenotariatan.

Implikasi Hukum Penerapan Layanan Kenotariatan Digital di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara maju yang juga merupakan salah satu negara
terdepan dalam pemanfaatan teknologi, termasuk salah satunya teknologi digital. Dalam
konteks Amerika Serikat, penerapan layanan kenotariatan digital telah membawa sejumlah
perubahan signifikan dalam praktik kenotariatan. Perkembangan ini berakar pada
kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kenotariatan, terutama
dalam era di mana teknologi digital telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek
kehidupan. Penerapan teknologi digital dalam layanan kenotariatan di Amerika Serikat
memungkinkan validasi dokumen dan transaksi hukum secara on/ine, yang sebelumnya
hanya bisa dilakukan secara tatap muka. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi seperti
verifikasi identitas digital, tanda tangan elektronik, dan rekaman video untuk memastikan
keaslian dan keamanan transmisi data. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kemudahan
dan kecepatan layanan, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kenotatriatan kepada
masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau halangan tertentu untuk
bertatap muka dengan Notaris.

Sistem layanan kenotariatan digital di Amerika Serikat juga diiringi dengan tantangan
hukum tertentu. Perbedaan peraturan antar negara bagian mengenai penerapan e-zofary

menciptakan kerumitan dalam standarisasi praktik dan pengakuan dokumen secara
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nasional. Di beberapa negara bagian, regulasi yang ketat diterapkan untuk menjamin
keamanan dan keabsahan proses kenotariatan digital. Sementara itu, di negara bagian lain,
masih terdapat regulasi yang lebih longgar, yang dapat meningkatkan risiko terkait
keamanan dan legalitas arsip serta kontrak yang dibuat oleh Notaris. Hal ini membutuhkan
perhatian khusus dalam penyusunan regulasi, agar semua pihak yang terlibat dalam setiap
interaksi hukum dalam layanan kenotariatan digital dapat terlindungi kepentingannya.
Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam tatanan regulasi yang ada di Amerika Serikat,
terdapat pengaturan utama yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Amerika Serikat,
yaitu Uniformr Law on Notarial Act (ULONA). Peraturan perundang-undangan ini telah
mengatur layanan kenotariatan di negara tersebut sejak dirancang pada tahun 1982 dan
disahkan pada tahun 1983 (Johnson, 2016). Peraturan perundang-undangan ini kemudian
diubah menjadi Revised Uniform Law on Notarial Act (RULONA) yang disahkan pada tahun
2021.

Salah satu implikasi hukum penting dari layanan kenotariatan digital di Amerika
Serikat adalah kebutuhan untuk memastikan keamanan data dan privasi. Digitalisasi layanan
kenotariatan memungkinkan akumulasi data pribadi yang besar, yang menimbulkan
pertanyaan tentang bagaimana data tersebut disimpan, diproses, dan dilindungi. Terdapat
model pengaturan yang terkanal cukup baik dalam melindungi data pribadi dan privasi pada
umumnya, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa (Mantelero, 2021).
Amerika Serikat sendiri juga mempunyai kerangka hukum yang dapat bersaing dengan level
perlindungan yang diberikan oleh GDPR, yaitu California Consumer Privacy Act (CCPA), yang
juga memberikan kerangka hukum untuk perlindungan data (Light, 2021). Namun, terdapat
tantangan dalam menerapkan standar ini secara konsisten di seluruh negara, mengingat
variasi kebijakan antar negara bagian. CCPA hanya berlaku di negara bagian California, dan
tidak sepopuler GDPR yang memang sudah dikenal sebagai go/d standard perkembangan
kerangka hukum privasi global. Pengaturan yang terdapat dalam RULONA tidak mengatur
mengenai perlindungan data pribadi, sehingga pengaturan mengenai perlindungan data
pribadi di Amerika Serikat pada umumnya menggunakan pengaturan yang diatur melalui
Uniform Personal Data Protection Act (UPDPA). Pengaturan yang digunakan adalah definisi
tanda tangan dari Pasal 2 ayat (16) yang diasosiasikan dengan konteks elektronik dengan
aspek simbol dan rekaman simbol, suara, atau prosedur elektronik. Pengaturan utama yang
digunakan terdapat dalam Pasal 10 yang mengatur kewajiban pengendali data dalam

menjaga standar perlindungan data. Untuk negara bagian California, CCPA otomatis
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berlaku dalam layanan kenotariatan digital, di mana Notaris yang menyediakan layanan
kenotariatan digital harus menerapkan semua pengaturan yang berkaitan. Dalam CCPA
1798.150 tentang Pelanggaran Keamanan Informasi Pribadi, dijelaskan bahwa yang
mengendalikan data pribadi berkewajiban untuk menyediakan perlindungan terhadap data
pribadi, dan memberikan ganti rugi sekitar $100-750 per insiden yang memiliki kerugian
aktual, atau bentuk ganti rugi lain yang ditentukan oleh pengadilan.

Penerapan layanan kenotariatan digital di Amerika Serikat juga membuka peluang
untuk inovasi dalam sistem hukum. Layanan kenotariatan digital di Amerika Serikat hingga
saat ini masih terus dikembangkan untuk memanfaatkan berbagai teknologi baru yang
tersedia, seperti teknologi blockchain. Teknologi ini menawarkan potensi untuk
meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses kenotariatan, dengan level privasi
yang sebelumnya tidak pernah dijangkau, melalui pemanfaatan ekosistem blockchain yang
didasarkan kepada desentralisasi akses dan kontrol data (Koos, 2023). Penggunaan
blockchain dalam penyimpanan dan validasi dokumen hukum dapat mengurangi risiko
pemalsuan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan. Inovasi ini
tidak hanya memperkuat integritas proses kenotariatan, tetapi juga mendorong
pengembangan lebih lanjut dalam integrasi teknologi terdepan ke dalam hukum. Salah satu
negara bagian di Amerika Serikat yang telah memfasilitasi pemanfaatan teknologi blockchain
adalah Illinois, melalui Blockchain Technology Act (BTA) yang disahkan pada tahun 2020
(Datta, 2021).

Dalam Pasal 5 BTA diakui adanya pemanfaatan dalam bentuk swart contract, yang
dapat dimanfaatkan dalam layanan kenotariatan. Swart contract didefinisikan melalui pasal
tersebut sebagai kontrak yang disimpan sebagai catatan elektronik yang diverifikasi dengan
menggunakan blockchain. Pengaturan ini diperkuat melalui Pasal 10 BTA yang menyebutkan
bahwa kontrak, catatan, atau tanda tangan pintar tidak boleh ditolak dampak hukumnya
atau keberlakuannya semata-mata karena blockchain digunakan untuk membuat, menyimpan,
atau memverifikasi kontrak, catatan, atau tanda tangan pintar. Sebagai salah satu bentuk
teknologi digital, blockchain dapat dikaitkan dengan pengaturan mengenai jabatan Notaris di
Amerika Serikat. Berdasarkan RULONA Pasal 20 diatur bahwa seorang Notaris dapat
memilih satu atau lebih teknologi famper-evident (anti-kerusakan) untuk melakukan tindakan
hukum sebagai seorang Notaris schubungan dengan catatan elektronik. Namun klien dari
Notaris tidak diperbolehkan untuk mewajibkan Notaris untuk melakukan tindakan Notaris

sehubungan dengan catatan elektronik dengan teknologi yang tidak dipilih oleh Notaris.
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Pasal 15 BTA mengatur mengenai syarat pemanfaatan blockchain untuk smart contract, yaitu
kemampuan untuk secara akurat menyimpan dan mereproduksi kontrak untuk referensi di
masa mendatang. BTA juga mengatur mengenai keringanan yang diberikan dalam
pemanfaatan smart contract, melalui Pasal 20 yang mengatur larangan pemungutan pajak bagi
pemerintah daerah terhadap kontrak yang dibuat menggunakan smart contract dalam
blockehain, yang merupakan upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga karakteristik
dan keunggulan smart contract.

Penerapan layanan kenotariatan digital membawa implikasi hukum yang signifikan
terkait dengan keamanan arsip dan aspek pelayanan, termasuk promosi dan pemberitahuan
tentang ketersediaan layanan tersebut. Keamanan arsip dalam konteks kenotariatan digital
mencakup perlindungan data dan dokumen yang ditangani oleh Notaris, yang memerlukan
standar keamanan informasi yang tinggi. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa semua data dan dokumen yang mereka kelola dilindungi dari akses yang
tidak sah, kerusakan, atau kehilangan. Secara konseptual, pemanfaatan teknologi blockchain
sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk
memenuhi tanggung jawab ini, mengingat bahwa blockchain menggunakan teknologi enkripsi
canggih dan sistem manajemen arsip elektronik yang dapat memastikan integritas dan
keaslian dokumen (Mahajan et al., 2022). Tidak hanya itu, berdasarkan RULONA Pasal
14A ayat (k), Notaris, wali, konservator, atau agen Notaris, atau perwakilan pribadi dari
Notaris yang meninggal harus menyimpan rekaman audio-visual yang dibuat berdasarkan
ayat (c)(3) atau menyebabkan rekaman disimpan oleh repositori yang ditunjuk oleh atau
atas nama orang yang diminta untuk menyimpan rekaman. Kecuali periode yang berbeda
diwajibkan oleh aturan yang diadopsi berdasarkan ayat (m)(4), rekaman harus disimpan
setidaknya selama [10] tahun (Weiss, 2023). Kewajiban ini dapat dengan mudah dipenuhi,
mengingat canggihnya teknologi digital sekarang, yang dapat memanfaatkan penyimpanan
memori fisik maupun penyimpanan awan (¢cloud).

Di sisi lain, aspek pelayanan seperti promosi dan pemberitahuan tentang ketersediaan
layanan kenotariatan digital juga menimbulkan pertanyaan hukum. Promosi layanan
kenotariatan digital harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait iklan dan promosi
layanan hukum. Bahkan di Indonesia, Notaris dilarang mempromosikan jabatannya dalam
bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk elektronik (Phalosa et al., 2022). Di Amerika
Serikat, Notaris diperbolehkan untuk mempromosikan layanannya, selama tidak

menawarkan layanan yang tidak termasuk ke dalam daftar wewenang jabatan Notaris.
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Terdapat beberapa pengaturan ketat yang mengatur mengenai bagaimana seorang Notaris
dapat mempromosikan layanannya di berbagai media, baik itu fisik maupun elektronik.
Pelanggaran ini dianggap sebagai promosi yang berlebihan atau menyesatkan tentang
kemudahan dan keamanan layanan kenotariatan digital. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat
(a)(6), yang menjelaskan bahwa [pejabat atau lembaga terkait] dapat menyangkal, menolak
untuk memperbarui, mencabut, menangguhkan, atau memaksakan suatu kondisi pada
komisi sebagai Notaris untuk setiap tindakan atau kelalaian yang menunjukkan individu
tersebut tidak memiliki kejujuran, integritas, kompetensi, atau keandalan untuk bertindak
sebagai Notaris, termasuk: penggunaan iklan atau representasi palsu atau menyesatkan oleh
Notaris yang menyatakan bahwa Notaris memiliki tugas, hak, atau hak istimewa yang tidak
dimiliki Notaris. Pengaturan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 25 ayat (b) yang mengatur
bahwa Notaris tidak boleh terlibat dalam iklan palsu atau menipu. Dalam Pasal 25 ayat (c)
dijelaskan bahwa dalam bentuk promosi layanan, Notaris dilarang menggunakan istilah
“notario” atau “notario publico”. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (d) mengatur bahwa segala
bentuk pengiklanan, baik itu di media fisik maupun media digital harus mencakup
pernyataan deklaratif yang menjelaskan bahwa “"Saya bukan pengacara berlisensi untuk praktik
bukum di negara bagian ini. Saya tidak diizinkan untuk menyusun catatan hukum, memberikan nasibat
tentang masalah bukun, termasnk imigrasi, atau mengenakan biaya untuk kegiatan fersebut.”
Berdasarkan analisis normatif mengenai implikasi hukum kenotariatan digital di
Amerika Serikat, ditemukan bahwa Amerika Serikat telah secara komprehensif mendukung
pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan akses terhadap layanan
kenotariatan, sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Permasalahan utama
yang terdapat di Amerika Serikat adalah tidak tersedianya beberapa peraturan perundang-
undangan yang dapat berlaku di semua negara bagian (wniform law) di beberapa aspek
hukum, seperti CCPA dan BTA yang dapat meningkatkan kecakapan hukum dalam
memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital untuk layanan kenotariatan. Pengembangan
seterusnya berada di tangan Uniforms Law Commission, yang bertanggung jawab untuk
melegislasi pengaturan berbentuk wniform law layaknya ULONA yang kemudian direvisi
menjadi RULONA.

Komparasi Amerika Serikat-Indonesia dan Usulan Konstruksi Normatif untuk

Mendukung Pelaksanaan Kenotariatan Digital di Indonesia
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Peningkatan akses terhadap layanan kenotariatan mempunyai relevansi tersendiri bagi
Indonesia, yang masih memiliki permasalahan dalam pemerataan pembangunan.
Permasalahan dalam pemerataan pembangunan ini berdampak terhadap tingkat akses yang
dimiliki masyarakat terhadap berbagai layanan hukum. Salah satu layanan hukum yang sulit
didapatkan masyarakat Indonesia adalah layanan kenotariatan, yang dapat dikembangkan
dengan pemanfaatan teknologi digital. Adaptasi terhadap disrupsi digital di era ini dapat
dimanfaatkan oleh Notaris di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan
layanannya, untuk dapat menyediakan layanan hukum sesuai wewenang seorang Notaris di
wilayahnya secara menyeluruh.

Pembuatan kontrak yang merupakan salah satu wewenang Notaris, merupakan salah
satu bentuk layanan yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Dalam pandangan dasar
mengenai keabsahan kontrak, Indonesia mengacu kepada pengaturan yang terdapat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang telah mengatur berbagai
hubungan keperdataan di Indonesia. Keabsahan kontrak terdapat dalam Pasal 1320, yang
mengatur mengenai syarat sah perjanjian. Keabsahan kontrak elektronik didasari dengan
yang sama, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Revisi Kedua UU ITE) (Embang & Sudiarti, 2023). Penjelasan
Pasal 5 Revisi Kedua UU ITE menyebutkan bahwa keberadaan informasi elektronik dan
dokumen elektronik dianggap mengikat dan sah sebagai bukti dalam hukum, yang
memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sistem elektronik dan transaksi
elektronik. Ini sangat penting dalam proses pembuktian dan aspek-aspek hukum yang
terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Secara keseluruhan, perlu dibandingkan perkembangan upaya sistem hukum
Indonesia untuk memfasilitasi layanan kenotariatan digital, dengan perkembangan yang ada
di Amerika Serikat.

Tabel 1: Analisis komparatif kecakapan hukum Amerika Serikat dan Indonesia dalam

mendukung sistem kenotariatan digital

Amerika Serikat Indonesia
Aspek Sumber Bentuk Aspek Sumber Bentuk
Pengaturan Hukum Pengaturan Pengaturan Hukum Pengaturan
Pengakuan Uniform Law on  Mengatur Pengakuan dan - -
dan  wvalidasi Nofarial ~ Act validasi validasi
kenotariatan (ULONA), dokumen  dan kenotariatan

Revised Uniform  transaksi hukum
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digital.

Perlindungan
data  pribadi
dan privasi
dan pengakuan
tanda  tangan
elektronik
sebagai
pribadi.

data

Penggunaan
teknologi
blockchain
dalam layanan
kenotariatan.

Keamanan
arsip
rekaman

dan

kenotariatan.

Pengaturan
iklan
promosi

dan

Law on Notarial
Act
(RULONA)

California
Consumer
Privacy

(CCPA),
Uniform Personal
Data  Protection
Aet (UPDPA)

Act

Blockchain
Technology ~ Act
(BT A), Llinois

Revised  Uniform
Law on Notarial
Act
(RULONA),
Pasal 14A ayat

(%)

Revised  Uniform
Law on Notarial
At

secara online.

- CCPA:
Petlindungan
data pribadi
kompleks,
termasuk
manajemen data
berbentuk

cookies;

= UPDP

A: Definisi tanda
tangan elektronik
sebagai salah
satu data pribadi.

- RULO
NA: Tamper-
evident  technologies
untuk preservasi
integritas arsip.

BTA:
Penggunaan
blockchain
smart
dalam
kenotariatan.

dan
contract

Wajib
menyimpan
rekaman audio-
visual
kenotariatan
selama minimal

10 tahun.

Pengaturan
tentang iklan dan
promosi layanan
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digital.
Petlindungan
data  pribadi

dan privasi.

Teknologi
terdepan untuk
layanan
kenotariatan

(blockchain).

Keamanan
arsip
rekaman

dan

kenotariatan.

Pengaturan
iklan
promosi

dan

Undang-
Undang No.
27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan
Data Pribadi
(UU PDP),
Undang-
Undang No.
1 Tahun
2024 tentang
Perubahan
Kedua
Undang-
Undang
Nomor 11
Tahun 2008
tentang
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
(Revisi
Kedua
ITE)

atas

uu

Undang-
Undang No.
43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan
(Uu

Kearsipan).

Kode
Notatis.

Etik

- Uu
PDP:
Peraturan
cukup
kompleks,
namun tidak
komprehensif
, karena tidak
adanya
pengaturan
mengenai
manajemen
data
berbentuk
cookies.

- Revi
si Kedua UU
ITE:
preservasi
Tanda
Tangan
Elektronik
sebagai
layanan
menjamin
kekuatan
hukum Tanda
Tangan
Elektronik
dan/atau
dalam suatu
Informasi
Elektronik
dan/atau
Dokumen
Elektronik.

Retensi arsip
inaktif
kabupaten/k
ota dan
provinsi
selama 10
tahun.

Notaris
dilarang
mempromosi
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layanan (RULONA), kenotariatan layanan kan
kenotariatan. Pasal 23 ayat  yang sah. kenotariatan. layanannya.

(a)(6), Pasal 25

Sumber: hukum primer Amerika Serikat dan Indonesia

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia sama sekali tidak memiliki peraturan
perundang-undangan yang secara cksplisit memberikan pengakuan terhadap praktik
pelayanan kenotariatan melalui teknologi digital. Pengaturan seperti ini memberikan
kepastian hukum yang paling jelas, dan dapat digunakan sebagai justifikasi pengembangan
hukum seterusnya, yang berkaitan dengan layanan kenotariatan dalam konteks digitalisasi.
Dalam ranah perlindungan data pribadi dan hak privasi, UU PDP yang didasarkan kepada
model GDPR dari Uni Eropa nyatanya masih belum mampu menyamai level perlindungan
yang diberikan GDPR, yang sudah dapat disaingi oleh Amerika Serikat melalui CCPA.
Tidak hanya itu, terdapat pengaturan signifikan mengenai pengakuan tanda tangan
elektronik sebagai salah satu data pribadi yang harus dilindungi, yang terdapat dalam
UPDPA. Sebenarnya terdapat pengaturan menarik dari Revisi Kedua UU ITE, yang
mengatur mengenai preservasi tanda tangan elektronik, yang secara konseptual mirip
dengan pengaturan mengenai ‘“famper-evident technologies” sebagaimana yang diatur dalam
RULONA. Pengaturan ini dapat dikembangkan agar dapat melindungi lebih dari tanda
tangan elektronik, namun keseluruhan dokumen yang diarsipkan oleh Notaris dalam
layanan kenotariatan digital.

Selanjutnya, Indonesia juga tidak memiliki pengaturan yang mengatur mengenai
pemanfaatan teknologi terdepan seperti blockchain, yang sekaligus dapat meningkatkan
tingkat perlindungan dan keamanan data, layaknya Amerika Serikat, atau lebih tepatnya
negara bagian [/inois. Pemanfaatan teknologi ini sangat signifikan mengingat kemampuan
blockchain dalam membentuk swart contract yang dibuat dan disimpan dalam ekosistem
blockehain, yang dapat digunakan dalam layanan kenotariatan (Dias Menezes et al., 2023).
Dengan beranjak dari konsep kebebasan berkontrak, Indonesia dapat mengembangkan
pengaturan yang dapat mendukung pemanfaatan teknologi ini (Mazalio, 2023), khususnya
dalam layanan kenotariatan digital yang tidak terlepas dari perancangan kontrak.

Tidak adanya pengaturan mengenai penyimpanan dan preservasi arsip rekaman audio-
visnal untuk jangka waktu tertentu di Indonesia, merupakan salah satu dampak dari tidak
adanya pengakuan eksplisit dalam kerangka hukum kenotariatan, mengenai eksistensi dan
pemanfaatan layanan kenotariatan digital. Dalam sistem hukum Indonesia, hanya terdapat

pengaturan mengenai retensi arsip inaktif selama 10 tahun untuk tingkat kabupaten/kota
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dan provinsi, melalui Pasal 22 dan 25 UU Kearsipan, dan tidak mengatur mengenai
penyimpanan bukti-bukti yang dapat memperkuat keaslian arsip yang disimpan. Pengaturan
ini masih tertinggal dengan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat, yang melalui
RULONA secara langsung mengatur mengenai kewajiban penyimpanan rekaman audio-
visnal sebagai salah satu bentuk pembuktian akan keaslian arsip yang disimpan. Di
Indonesia sebenarnya terdapat pengakuan mengenai layanan kenotariatan yang
menggunakan teknologi digital, melalui Pasal 15 ayat (3) dari Undang-Undang No. 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris (Revisi UU Notaris), yang penjelasannya menyebutkan “kewenangan mensertifikasi
transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary)” sebagai salah satu kewenangan lain
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun tidak ada pengaturan lain dalam
sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai ¢yber notary sebagaimana yang disebutkan
dalam Revisi UU Notaris. Maka dari itu, perlu ada pengakuan yang eksplisit mengenai
penerapan layanan kenotariatan melalui teknologi digital, agar dapat dibentuk pengaturan
yang spesifik pula, yang berkaitan dengan digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia.
Dalam sudut pandang teori kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh
Gustav Radbruch, untuk mencapai kepastian hukum diperlukan adanya keadilan dan
kemanfaatan terlebih dahulu (Andrianto, 2020). Terlihat dalam pengaturan mengenai
retensi arsip sebagaimana yang terdapat dalam UU Kearsipan Indonesia bahwa norma yang
disediakan belum mampu mencakup unsur layanan digital seperti penyimpanan data seperti
rekaman audio-visual, yang merupakan bukti adanya interaksi langsung antara Notaris dan
kliennya. Hal ini ditarik dari pengaturan UU Kearsipan yang tidak menyebutkan rekaman
audio-visual sebagai salah satu bentuk arsip. Pengaturan yang dapat digunakan sebenarnya
terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa arsip dapat disimpan dalam
bentuk media elektronik dan/atau media lain. Namun, rekaman audio-visual dalam
pengaturan RULONA Amerika Serikat tidak menjadikan rekaman audio-visual sebagai
salah satu bentuk arsip, namun sebagai salah satu bukti penguat autentikasi sebuah arsip.
Pemisahan yang jelas seperti ini dapat meningkatkan akurasi dan keamanan penyimpanan
arsip dalam konteks digital, yang dapat dengan mudah diakses sesuai kebutuhan
kenotariatan. Maka dari itu, dari sisi kemanfaatan sebagai salah satu unsur penting teoti
kepastian hukum, pengaturan yang terdapat dalam UU Kearsipan dapat dianggap masih

kurang memadai.
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Terdapat batasan dari digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia, khususnya dalam
hal promosi dan publikasi layanan. Dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris, terdapat
larangan untuk mempublikasikan dan mempromosikan jabatan sebagai seorang Notaris,
baik itu di media fisik maupun media elektronik. Batasan ini berdampak signifikan terhadap
digitalisasi layanan Notaris. Layanan kenotariatan digital, layaknya layanan digital lainnya,
perlu menggunakan website atau halaman web yang dapat diakses di internet, yang
memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait layanan
kenotariatan yang ditawarkan (Bungdiana & Lukman, 2023). Tidak hanya itu,
pemberitahuan layanan juga dapat dilakukan melalui media sosial, yang juga secara normatif
melanggar kode etik (Noviyanti & M.S., 2022). Dalam sudut pandang teori hukum murni,
pengaturan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris ini tidak lagi sesuai dengan kenyataan
dari keperluan layanan kenotariatan, yang tidak serta-merta menguntungkan seorang
Notaris saja, namun juga dapat memperluas jangkauan layanan, khususnya bagi masyarakat
yang menghadapi keterbatasan tertentu untuk mengakses layanan kenotariatan secara
langsung atau fisik.

Inti permasalahan terdapat dalam bagaimana istilah “promosi” didefinisikan, dan
bagaimana hal tersebut memenuhi unsur “promosi” sebagaimana yang diatur dalam kode
etik. Notaris yang memberikan informasi layanan yang dianggap penting bagi kliennya di
sosial media, bisa saja melakukan hal tersebut tidak dengan tujuan untuk mempromosikan
layanannya, namun hanya untuk berkomunikasi dengan klien. Dalam konteks website,
jabatan dan layanan yang diberikan Notaris sebagaimana yang dicantumkan dalam website
juga dapat dikategorikan sebagai bentuk promosi, karena hal tersebut “dipublikasikan” di
internet dan bisa dicari melalui mesin pencarian, meskipun tidak ada tindakan aktif dari
Notaris yang berkaitan untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian dengan teknik search
engine optimization. Sebaiknya Indonesia menerapkan pengaturan ketat mengenai promosi
atau publikasi layanan kenotariatan layaknya Amerika Serikat, yang dapat meningkatkan
akses terhadap layanan kenotariatan tanpa merusak integrasi jabatan Notaris. Pengaturan ini
juga dapat menghapus batasan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris di Indonesia, yang

sangat membatasi digitalisasi layanan kenotariatan.

KESIMPULAN
Analisis  konseptual menemukan adanya urgensi yang signifikan untuk

mengembangkan layanan kenotariatan berbasis digital. Urgensi ini sudah dijawab dengan
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baik oleh Amerika Serikat, yang berdasarkan analisis normatif telah memfasilitasi upaya
digitalisasi layanan kenotariatan dengan kerangka hukum yang memadai, termasuk dengan
melegislasi RULONA yang memang dirancang untuk memfasilitasi layanan atau layanan
kenotariatan digital atau e-nofary. Indonesia cukup jauh tertinggal di belakang Amerika
Serikat dalam pengembangan hukum untuk memfasilitasi disrupsi transformasi digital ini.
Tidak adanya pengakuan secara eksplisit dan deskriptif terhadap eksistensi layanan
kenotariatan digital menunjukkan pengembangan hukum yang tertinggal. Masih dalam
konteks kenotariatan, batasan kode etik mengenai publikasi atau promosi jabatan Notaris
juga dapat secara signifikan membatasi pemanfaatan teknologi digital dalam layanan
kenotariatan, terlebih lagi karena tidak ada penjelasan ekstensif mengenai unsur normatif
apa saja yang terdapat dalam larangan ini. Ketinggalan hukum Indonesia di ranah lain juga
berdampak terhadap permasalahan ini, sepertt UU PDP yang meskipun didasarkan dengan
GDPR belum dapat mencakup perlindungan data yang lebih spesifik. Namun pengaturan
yang dibawa oleh Revisi Kedua UU ITE, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan
model pengaturan terkait dengan preservasi arsip. Batasan penelitian ini terdapat pada
bentuk analisis yang sepenuhnya bersifat normatif, yang di kemudian hari perlu didukung
oleh studi kualitatif untuk menganalisis bagaimana kendala yang dialami oleh Notaris dalam

atau mempertimbangkan teknologi digital dalam pelayanan kenotariatan.
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